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ABSTRAK 

Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi 

dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat 

pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya 

kesempatan kerja yang disediakan. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi 

antar negara, namun faktor ekonomi tetap tampak dominan. Kondisi perekonomian yang 

kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak 

lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja 

secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang 

memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batasnegara, 

informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan 

mobilitas tenaga kerja secara internasional. Dan yang menjadi tujuan dari sebagian besar 

para tenaga kerja Indonesia adalah Saudi Arabia. Sebagai negara yang maju dan penerima 

tenaga kerja asal Indonesia, tidak serta merta juga di dukung dengan kemajuan 

perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Walau pada akhirnya 

Saudi Arabia di wakili dari Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Peraturan 

Perundang-undangan Tenaga Kerja. 

 

Jenis metode penelitian adalah penelitian telaah pustaka librabry research, Segala 

usaha dilakukan oleh peneliti untuk mendapat informasi yang relevan, informasi itu 

diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, peraturan-

peraturan, ketetapan, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik lain. 

pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis. Serta didukung dengan keterlibatan 

langsung dari penyusun selama 3 tahun tinggal di lapangan. Penyusun membandingkan 

konsep perlindungan hukum terhadap TKI di Saudi Arabia menurut Hukum Indonesia 

dan Hukum Saudi Arabia. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  Tenaga Kerja di Luar 

Negeri, serta Dekrit Raja No. (A/91) Basic Law of Governance dan dalam Perundangan 

Perburuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Saudi Arabia No. M/51.  

Merupakan sebagai bentuk jaminan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Saudi Arabia 

memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Persamaan 

konsep perlindungan hukum terhadap TKI antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia 

sama-sama sudah jelas tertera dalam peraturan perundang-undangan dari kedua negara.  

Perbedaan dari konsep perlindungan hukum tehadap TKI terletak dalam proses 

penanganan/lapangan. Selain dasar hukum yang berbeda juga menyebabkan sulitnya TKI 

mendapatkan perlindungan hukum secara pasti untuk setiap kasus yang dialami. Saudi 

Arabia menggunakan Hukum Islam atau Hukum Syariah sebagai dasar hukum sehingga 

aturan-aturan yang ditetapkan berbeda, sehingga penanganan dalam proses perlindungan 

hukum terhadap TKI masih lemah. 
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MOTTO 
 

خيرا يفقه في الدين به من ير د الله  

Barang siapa dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah 
akan memberinya kefahaman di bidang agama(fiqh). 

Bidayah al-Mujtahid 

لها ببيانياخي لن تنال العلم الا بستة # سأنبك عن تفص  

وطىل زمان#وارشاداستاذذكاء وحرص واجتهاد وبلغة   

Saudaraku..ketahuilah,,bahwa ilmu tidak akan pernah diperoleh 
kecuali dengan 6 perkara, yaitu: kecerdasan akal, ketamakan, 
bersungguh-sungguh, biaya yang cukup, petunjuk guru dan 

lamanya waktu. 

Bughyah al-Musytarsyidin 

Dalam hidup ingatlah untuk selalu berusaha dan berdo’a, dengan 
sabar, menerima, dan ikhlas. Karena hidup adalah pelajaran 

tentang kerendahan hati, selama ada keyakinan semua menjadi 
mungkin. 

Badruzzaman 
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KATA PENGANTAR 
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kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan kegigihan dan 

kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayahnya. 

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu proses awal dari sebuah 
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kepada para Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah 
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kuat sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Karena kasih dan sayang 

beliaulah yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan menjaga 
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ketulusan, perjuangan dan pengorbanan beliaulah yang menjadikan 
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kehidupan penyusun dari sejak kecil sampe beranjak saat ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

Alif 

Ba‟ 

Ta‟ 

Ṡa‟ 

Jim 

Ḥa‟ 

Kha‟ 

Dal 

Zâ 

Ra‟ 

zai 

sin 

syin 

sad 

dad 

tâ‟ 

za‟ 

„ain 

gain 

fa‟ 

qaf 

kaf 

lam 

 

tidak dilambangkan 

 b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

Zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 
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 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

mim 

nun 

wawu 

ha‟ 

hamzah 

ya‟ 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 
 

دُ دُ عُ تُ مُ   

ةُ دُ عُ   

Ditulis 

Ditulis 

Muta„addida 

„iddah 

 

 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  “h” 

ةُ مُ كُ حُ   

ةُ ل ُعُ   

Ditulis 

Ditulis 

Ḥikmah 

„illah 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ اءُ ي لُ وُُ ال  ُُةُ امُ رُ كُ ُ

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-fiţri رُ طُ فُ الُ ُاةُ كُ زُ ُ
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D. Vokal Pendek  
 
 

__  َُ _ 

لُ عُ فُ   

__  َُ _ 

رُ كُ ذُ   

__  َُ _ 

بُ هُ ذُ يُ   

Fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

A 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

 
E. Vokal Panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

ةُ ي لُ ُاهُ جُ   

fathah + ya‟ mati 

ىسُ ن تُُ   

kasrah + ya‟ mati 

ميُ ـرُ كُ   

dammah + wawu mati 

ضوُ رُ ف ُ  

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûḍ 

 
F. Vokal Rangkap  
 

 

1 

 

2 

fathah + ya‟ mati 

مُ كُ نُ ي بُُ   

fathah + wawu mati 

لُ وُ قُ   

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

مُ ت نُ أُ أُ ُ  

تُ دُ عُ أ ُ  

نُ ئ لُ مُُ تُ رُ كُ شُ   

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

a‟antum 

u„iddat 

la‟in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

آنُ رُ ق ُل اُ ُ  
 

اسُ يُ قُ ل اُ ُ  

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur‟ân 

Al-Qiyâs 

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

آءُ مُ لسُ ا ُ  

سمُ لشُ ا ُ  

Ditulis 

Ditulis 

as-Samâ‟ 

asy-Syams 

 

 

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut penyusunannya. 

 

يوُ ذُ ضُ وُ رُ ف ُالُ   

لُ هُ أ ةُُ نُ السُ   

Ditulis 

Ditulis 

Żawî al-furûḍ 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka 

ragam. Dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia 

dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya 

sendiri ataupun bekerja pada orang lain, karena manusia sendiri selain 

makhluk individu juga makhluk sosial, yang memiliki kebutuhan untuk 

berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal itu dilandaskan kepada ayat Al-

Qur’an, yaitu: 

ٗاىَؤٍُْ٘ ٗاىَؤٍْبد ثؼضٌٖ أٗىٍبء ثؼض ٌأٍشُٗ ثبىَؼشٗف ٌُْٖٗ٘ ػِ اىَْنش 

إُ الله  ٌٗقٍَُ٘ اىصلاح ٌٗؤرُ٘ اىضمبح ٌٗطٍؼُ٘ الله ٗسع٘ىٔ أٗىئل عٍشدٌَٖ  الله

ػضٌض دنٌٍ.
1

 

Kebutuhan yang beraneka ragam menjadikan manusia dituntut 

untuk bisa bertahan mencukupi kebutuhan, salah satunya dengan bekerja 

atau menjadi tenaga kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja 

(manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang 

sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti 

sekolah dan mengurus rumah tangga.
2
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Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk 

masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3
 

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang 

No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, adalah perjanjian antara 

pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
4
 Apabila masing–masing 

pihak menjalankan perjanjian kerja dengan baik sesuai dengan 

kesepakatan bersama, maka hubungan antara pekerja dan pengusaha akan 

berjalan dengan seimbang. 

Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata 

kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup 

melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah 

pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan 

kerja yang disediakan. 

Pada sisi lain seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, 

bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih 

bagus dan tepat selain dengan mengatakan bahwa masyarakat itu sedang 

berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat 
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yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat 

yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami 

akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi modus 

andalan untuk menyelesaikan permasalahan,
5
 sehingga mobilitas tenaga 

kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja hal ini bisa 

dimengerti karena pertumbuhan industri lebih kuat berada di perkotaan 

dan semakin dirasakan penghasilan yang didapat lebih memadai sehingga 

lebih lanjut menunjukkan adanya tenaga kerja telah melintas antar 

negara. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi antar negara, 

namun faktor ekonomi tetap tampak dominan. 

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya 

sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih 

menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas 

tenaga kerja secara internasional. 

Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang 

memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas 

batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan 

transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara 

internasional.
6
 

Aspek hukum ketenagakerjaan harus selaras dengan 

perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, 

                                                           
5
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sehingga substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi 

hubungan kerja semata, akan tetapi telah bergeser menjadi hubungan 

hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian 

tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja (during 

employment), tetapi setelah hubungan kerja (postemployment). Konsepsi 

ketenagakerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat 

hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidang-bidang tersebut 

atau belum. 

Kaitannya dengan hal ini, Lalu Husni mengemukakan sebagai 

berikut:
7
 

“Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja 

adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan 

mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki 

keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk 

upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di dalam 

maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh 

tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan.” 

 

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar 

negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang 

dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja 

Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar 

negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase 

tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama 

penempatan dan purna penempatan. 

                                                           
7
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Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar 

negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada 

konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja 

Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, 

termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-

wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan 

lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara wajib 

menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik 

di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, 

demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti 

diskriminasi dan anti perdagangan manusia. 

Penanganan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan 

permasalahan TKI di Saudi Arabia terdiri dari tiga periode yaitu pada 

saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri sampai pada saat 

kepulangan tenaga kerja di Indonesia. Diperlukan tindakan atau upaya 

khusus bagi pemerintah dalam menangani setiap permasalahan TKI 

karena pada setiap periode memiliki karakteristik tersendiri. 

Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan pada 

saat para TKI bekerja di Arab Saudi karena menurut Dekrit Kerajaan No. 

M/51 tahun 2005 bagian VI yang merupakan dasar hukum 

ketenagakerjaan Saudi Arabia. Hukum perburuhan berdasarkan Dekrit 

Kerajaan No. M/51 tanggal 27 September 2005 menyebutkan adanya 
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jaminan perlindungan untuk setiap tenaga kerja seperti perlindungan atas 

batas jam kerja, larangan pemotongan upah, penentuan hari libur ataupun 

mekanisme penyelesaian permasalahan. 

Berdasarkan data dari BNP2TKI, Saudi Arabia menempati 

posisi pertama sebagai negara yang menerima TKI sejak tahun 2006 

hingga tahun 2011. Meskipun demikian, Saudi Arabia juga menempati 

posisi pertama sebagai Negara dengan tingkat pengaduan TKI yang 

tinggi.
8
 KJRI Jeddah mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Saudi 

Arabia pada tahun 2010 sebanyak 1.546 kasus.
9
 Kasus yang terjadi tidak 

hanya kekerasan fisik, tetapi juga seperti kekerasan seksual, uang gaji 

yang bermasalah, overstayer, putusnya komunikasi dengan keluarga, 

tidak mendapatkan cuti ataupun libur, tidak diberikan akses kesehatan, 

kasus pembunuhan, dan berbagai kasus lainnya. Bahkan di Saudi Arabia, 

tidak jarang TKI dijatuhi hukuman mati dengan berbagai alasan dan ini 

mengancam hak hidup TKI, seperti Yanti Iriyanti pada 12 Februari 2008 

dan Ruyati pada 18 Juni 2011. 

Migrant Care menyatakan bahwa untuk tahun 2013 terdapat 42 

kasus hukuman mati untuk TKI di Saudi Arabia, dimana 9 kasus 

diantaranya mendapatkan vonis tetap hukuman mati dan 33 kasus lainnya 

                                                           
8
 Suprayogi, A 2013, “Malaysia dan Arab Saudi”, Negara Kasus TKI Tertinggi, diakses 

pada 20 Oktober 2014, (http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi-

negarakasus-btki-tertinggi). 

 
9
 BNP2TKI 2011, “Turun, Penyelesaian Kasus TKI di Arab Saudi”, diakses pada 21 

Oktober 2014,(http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/3953-turun-penyelesaian-kasus-

tki-diarab saudi.html). 
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masih dalam proses.
10

 Permasalahan TKI di luar negeri sudah terjadi 

selama bertahun-tahun, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi nyata agar 

hak dari para TKI di luar negeri dapat dijamin. Perlakuan yang 

melanggar hak asasi manusia ini pada umumnya terjadi pada TKI yang 

bekerja di sektor informal, yang pada umumnya bekerja sebagai Penata 

Laksana Rumah Tangga (PLRT), supir, tukang kebun, pramuniaga, dan 

sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan keahlian yang 

dimiliki, minimnya kemampuan bahasa untuk berkomunikasi, serta tidak 

pahamnya terhadap aturan dan budaya di Saudi Arabia sering menjadi 

kendala yang sangat besar bagi para TKI. Tidak hanya itu saja, 

pengiriman TKI secara tidak resmi ini menjadi salah satu pendorong 

perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, di mana pada umumnya 

ketidak lengkapan dokumen yang sering menjadi masalah di kemudian 

hari. 

Permasalahan lain yang harus dihadapi oleh TKI yakni dalam 

hal ini yakni TKI yang bekerja di Saudi Arabia adalah penerapan sistem 

Kafala di negara tersebut. Dengan sistem ini, para TKI terikat dengan 

ketentuan dari majikan yang memperkerjakan mereka. Sistem ini juga 

memperbolehkan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia 

TKI di Saudi Arabia.  

                                                           
10

 Gunawan, R 2013, “Migrant Care: 256 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri”, 

diakses pada 20 Oktober 2014, (http://news.liputan6.com/read/786508/migrant-care-256-

tkiterancam-hukuman-mati-di-luar-negeri). 
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Indonesia dalam upaya perlindungan TKI. Pembentukan 

BNP2TKI merupakan sebuah langkah nyata dalam usaha perlindungan 

TKI yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi TKI. Tetapi 

ini juga belum cukup untuk mereduksi tindak kekerasan dan 

ketidakadilan yang dialami oleh TKI. Melihat tanggung jawab 

pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak-hak TKI di 

Saudi Arabia, maka diplomasi menjadi salah satu cara mencapainya. 

Tentunya dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia 

tidak tinggal diam dan telah ada upaya diplomasi yang dilakukan untuk 

melindungi TKI yang mengalami ketidakadilan di Saudi Arabia.  

Khusus untuk hak-hak tenaga kerja yang penting adalah 

memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan 

martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri 

dan memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan 

kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke tempat asal. 

Untuk memperkecil problema yang dihadapi para tenaga kerja 

di luar negeri serta melindungi harkat dan martabat tenaga kerja tersebut 

maka pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar 

negeri dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 merupakan jalan 

keluar. 
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Berdasarkan realitas gambaran di atas, penulis ingin mengkaji 

dan melakukan analisis perbandingan konsep Perlindungan Hukum 

terhadap TKI di Saudi Arabia menurut Hukum Indonesia dan Hukum 

Saudi Arabia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perumusan permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia menurut hukum Indonesia 

dan hukum Saudi Arabia? 

2. Apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan hukum 

terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia menurut hukum 

Indonesia dan hukum Saudi Arabia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menggambarkan konsep perlindungan hukum 

terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia menurut hukum 

Indonesia dan hukum Saudi Arabia. 
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b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep 

perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi 

Arabia menurut hukum Indonesia dan hukum Saudi Arabia. 

 

2. Kegunaaan Penelitian  

Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara 

teoritis dan praktis. 

 

 

a. Secara Teoretis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah 

perbendaharaan pengetahuan tentang sistem perlindungan hukum tenaga 

kerja Indonesia di luar negeri yaitu yang terkait pada khususnya hukum 

ketenagakerjaan di Indonesia dan Saudi Arabia. 

 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Pemerintah  

Memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengutamakan 

keterampilan kepada pekerja yang masuk ke negara lain untuk bekerja, 

sehingga terwujud pekerja yang sesuai bakat, minat, dan kemampuan. 

Penelitian ini juga diharapkan pula menjadi bahan masukan dalam upaya 

menyempurnakan sistem dan infrastruktur penempatan tenaga kerja yang 
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akan keluar negeri berdasarkan kuantitas maupun kualitas sesuai dengan 

kebutuhan maupun kemampuan negara pengirim serta negara penerima. 

2) Bagi Masyarakat 

Berguna bagi masyarakat untuk dapat memberikan gambaran 

dan informasi yang jelas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. 

 

 

 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya sangat penting untuk 

diungkapkan, karena dapat dipakai sebagai bahan informasi dan bahan 

acuan yang sangat berguna terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih 

relevan terhadap topik yang akan diteliti. 

Khoirul Umam dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 UU RI No 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Penelitian ini menelaah 

perlindungan tenaga kerja perempuan dengan menggunakan tinjauan 

hukum Islam. Tetapi penelitian ini hanya memfokuskan pada tenaga 
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kerja wanita di dalam negeri secara umum dan belum menyinggung 

mengenai perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri.
11

 

Penelitian yang ditulis oleh Ihsan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No 39 

tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri).Penelitian ini secara tematis membahas 

tentang analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan tenaga Kerja 

Indonesia secara umum yang berada di Luar Negeri, tetapi sebenarnya 

titik bahasan penelitian ini hanya pada koreksi terhadap kontrak kerjanya 

yang dipandang sebagai Ijarah.Hanya saja penelitia tersebut berhenti 

pada upaya peninjauan sepihak dalam kontrak kerja tersebut tanpa 

mencari konsep idealnya yang masih umum.
12

 

Siti Lutfiati Rohimah, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga 

KErja Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Positi dan Hukum 

Islam.Skripsi ini bersifat deskriptif, yang oleh penyusun menggambarkan 

data dan fakta terkait topic penelitian, yaitu mengenai perlindungan 

hukum terhadap TKI di luar negeri menurut UU PPTKILN dengan 

hukum Islam.
13
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Ada beberapa perbedaan yang peneliti temukan antara hasil 

pemelitian terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti 

menganggap perlu mengadakan penelitian lebih lanjut yang khusus dan 

fokus dalam pembahasan analisa perlindungan tenaga kerja Indonesia di 

Saudi Arabia menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum 

Ketenagakerjaan Saudi Arabia. Yang menjadi perbedaan yaitu pertama, 

pengkajian yang dilakukan adalah komparasi antara dua hukum yang 

berbeda dan penulis mencoba menarik titik temu.Kedua, penelitian ini 

merupakan upaya mencari konsep perlindungan yang lebih ideal antara 

dua hukum tersebut.Dan ketiga, penelitian ini secara khusus menelaah 

tentang tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon, 

makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota 

masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.
14

 

Sebagai makhluk sosial, maka disadari atau tidak manusia selalu 

melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum 

(rechtsbetrekkingen).  

Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai perbuatan 

manusia yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk 

menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. 
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 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, cet. VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49. 
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Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, seperti perbuatan 

surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, 

perjanjian kerja dan lain sebagainya.  

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai 

hubungan dua atau lebiih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas 

ikatan antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang 

satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini, dak dan 

kewajiban pihak yang satu terhadap dengan hak dan kewajiban pihak 

yang lain.
15

 

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban timbul 

karena yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban 

timbul karean adanya peristiwa hukum. Menurut van Apeldorn, 

sebagaimana dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa,
16

 peristiwa hukum 

adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau 

menghapuskan hak. Berdasarkan peristiwa hukum, maka hubungan 

hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 

a. Hubungan hukum yang bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekkingen), 

di sini hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan 

sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 

KUHPerdata), sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban. 

                                                           
15

 Ibid., hlm. 269.  
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 Ibid., hlm. 251. 
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b. Hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen), 

yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan 

kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-

masing berwenang atau berhak untuk meminta sesuatu dari pihak 

lain. Sebaliknya, masing-masing pihak juga berkewajiban member 

sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara 

pengusaha dengan pekerja atau buruh. 

c. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum 

lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (eigendomrecht). 

Logemann sebagaiman dikutip Soeroso berpendapat,
17

 bahwa 

dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenangatau berhak 

meminta prestasi yang disebut dengan “prestatie subject” dan pihak yang 

wajib melakukan prestasi yang disebut “plicht subject”. Dengan 

demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kekuasaan 

atau wewenang atau hak (bevoegdheid) dan kewajiban (plicht). 

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum 

dinamakan dengan “hak”, yaitu kekuasaan atau kewenangan untuk 

berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. 

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban. 

Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai 

hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau 

berlawanan. Untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka tampil 
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hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang 

kemudian dinamakan perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan 

dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan 

oleh hukum., ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang 

perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu 

hukum, “hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif 

merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh 

hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht). 

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi 

hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat. 

Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul Crime and Custom in 

Savage, mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam 

keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi 

bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.
18

 

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang 

dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan 

sepenuhnya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal 

dengan entitas hukum (legal entities, rechtspersoon) yang dapat berupa 

orang-perorangan secara kodrati (naturlijke) dan dapat juga entitas 
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hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.
19

 

Pendukung han (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek 

dari hak yang dapat berupa benda (ius ad rem) atau kepada entitas hukum 

orang secara kodrati (ius an persona). Pemberian hak kepada entitas 

hukum, karena adanya kepentingan dari entitas tersebut kepada obyek 

hak tertentu. 

Menurut teori mengenai kepentingan (theory of interest), 

terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh 

hukum,
20

 yaitu: 1. Menyangkut kepentingan pribadi (individual interest), 

2. Kepentingan yang menyangkut kepentingan masyarakat (social 

interest), dan 3. Kepentingan yang menyangkut kepentingan umum 

(public interest). Kepentingan pribadi (individual interest) ini terdiri dari 

kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (social 

interest) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga 

sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari 

kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapaun 

kepentingan publik (public interest) berupa kepentingan negara dalam 

bertindak sebagai reprentasi dari kepentingan masyarakat.
21
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Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan 

perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta 

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Dalam 

konsepsi “reinstitutionalization on norm”, menyatakan bahwa:
22

 

Suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh 

warga-warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-

perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai 

lembaga-lembagahukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga 

non-hukum lainnya. 

Dengan demikian, lembaga hukum memberikan ketentuan-

ketentuan tentang berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan-

perselisihan yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas-tugas 

lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.
23

 Cara-cara menyelesaikan 

perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. 

Upaya hukum diperlukan agara kepentingan-kepentingan yang telah 

menjadi hak benar-benar dapat terjadi dari gangguan pihak lain. 

Upaya hukum dikenal dalam dua jenis, yaitu upaya hukum non-

yudisial (di luar peradilan) dan upayah hukum yudisial (peradilan). 

Upaya hukum non-yudisial bersifat pencegahan sebelum pelanggaran 

terjadi (preventif) yang berupa tindakan-tindakan seperti peringatan, 

teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. Sedangkan upaya hukum 

yudisial bersifat represif atau korektif, artinya telah memasuki proses 
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penegakan hukum (law enforcement), upaya ini dilakukan setelah 

pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau 

memulihkan keadaan. 

Muara dari upaya hukum
24

 adalah agar hak yang dimiliki 

seseorang terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut telah 

dilanggar maka hak tersebut akan dapat dipulihkan kembali. Namun 

demikian, tidaklah dapat diartikan bahwa dengan adanya upaya hukum, 

maka keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya. 

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian, maka perlu 

dikemukakan beberapa teori tentang hak. Pada abad ke-19 di jerman 

dikemukakan 2 (dua) teori tentang hak yang sangat penting dan sangat 

besar pengaruhnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung 

(belangen theorie dari Rudolp ven Jhering). Teori ini merumuskan 

bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang 

bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam 

pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dengan kepentingan. 

Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak, tetapi 

realitasnya hukum itu sering melindungi kepentingan dengan tidak 

memberikan hak kepada yang bersangkutan. 
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b. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi 

dengan kekuasaan (wilsmacht theorie dari Bernhard Winscheid). 

Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang 

diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum 

diberikan kepada yang bersangkutan.
25

  

Di samping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan 

mencoba mempersatukan unsure-unsur kehendak dan kepentingan dalam 

pengertian hak. Dalam bukunya Inleiding tot de studie het Nederlandse 

Recht. Apeldoorn seperti dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa yang 

disebut dengan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang 

manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma 

menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila mulai bergerak.
26

 

Jadi hak adalah suatu kekuatan (macht) yang diatur oleh hukum dan 

kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan (moral) dan tidak hanya kekuatan 

fisik saja. 

Hak harus dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu sesuai 

dengan kepentingan sosial atau kepentingan umum. Menjalankan hak 

yang tidak sesuai tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu 

menyimpang dari menjamin kepastian hukum.
27

 Penyalahgunaan hak 

dianggap terjadi jika seseorang menggunakan haknya dengan car yang 
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bertentangan dengan tujuan masyarakat. Maksud atau tujuan hukum 

adalah melindungi kepentingan tertentu, maka pemakaian hak dengan 

tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan 

hak.
28

  

Secara umum hak dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 

a. Hak mutlak atau hak absolut (absolute rechten, onpersoonlijke 

rechten). 

Hak mutlak atau hak absolut merupakan setiap kekuasaan 

yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat 

sesuatu atau untuk bertindak dalam memperhatikan kepentingannya, 

hak ini berlaku secara mutlak terhadap subjek hukum lain dan wajb 

dihormati oleh setiap subjek hukum. Hak mutlak atau hak absolut 

terdiri dari hak asasi manusia (HAM), hak publik absolut dan 

sebagian dari hak privat. 

 

b. Hak relatif (nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten). 

Hak relatif (nisbi) merupakan setiap kekuasaan/kewenangan 

yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu 

supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau member 

sesuatu, hak ibi timbul akibat terjadinya perikatan. Hak relatif (nisbi) 

terdiri dari hak publik relatif, hak keluarga relatif dan hak kekayaan 

relatif. 
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Hak kekayaan relatif merupakan hak kekayaan yang bukan hak 

kebendaan/barang ciptaan manusia. Hak ini hanya dapat dijalankan 

terhadap orang tertentu (bukan droit de suite) atau disebut juga dengan 

perutangan (verbintenis). Perutangan ini harus dirumuskan sebagai suatu 

pertalian menurut hukum kekayaan antara dua pihak yang memberi 

kewenangan pihak yang satu untuk menagih kepada pihak yang lain agar 

berbuat sesuatu, tidak berbuat seusatu, seangkan pihak yang lain wajib 

melakukan dan bertanggungjawab atas apa yang ditagih kepadanya. Hak 

inilah yang melekat pada pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, 

di mana keduanya terikat untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu 

sesuai dengan perjanjian kerja.
29

 

Begitu pula Tenaga Kerja Indonesia yang juga memiliki hak 

untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Hal ini didapatkan para 

Tenaga Kerja Indonesia memutuskan untuk pergi bekerja di luar negeri 

karena mereka merasa bahwa pekerjaan yang ada di dalam negeri dirasa 

belum memenuhi untuk kebutuhan hidup mereka. Meskipun begitu TKI 

mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya untuk mendapatkan 

kesejahteraan yang layak. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:
30

 “Setiap tenaga kerja 

mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, 

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang 

layak di dalam atau di luar negeri.” Di dalam pasal tersebut jelas 
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menyebutkan bahwa TKI memiliki dan diberikan hak untuk memilih dan 

mendapatkan pekerjaan di manapun mereka inginkan termasuk di luar 

negeri. Maka dari itu demi mendukungnya hal tersebut perlu 

diadakannya suatu perlindungan yang layak terhadap para TKI demi 

membantu memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka untuk melindungi 

seluruh hak dan kewajiban TKI ketika masa pra penempatan, 

penempatan, maupun purna penempatan. Sehingga para TKI akan 

terjamin seluruh hak-haknya dan menjalankan kewajibannya. 

Peran pemerintah Indonesia kepada TKI adalah sebagai 

penjamin hak konstitsional berupa kesejahteraan bagi TKI, hak atas 

pendapatn upah, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan hari tua, dan 

lain sebagainya. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum, 

tidak hanya bagi kepentingan dan kebutuhan para pengusaha, melainkan 

juga terhadap tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang bekerja di 

dalam dan di luar negeri. 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah bentuk 

sebuah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 

meningkatkan peranan dan kedudukan tenaga kerja, meningkatkan 

kualitas tenaga kerja, memberikan peran dalam pembangunan serta 

meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan.
31

 Dan dengan disahkannya UU No. 39 

Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja 

                                                           
31

 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

  



24 

 

Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), maka semakin jelas dan nyata 

kewenangan pemerintah dalam mengatur penempatan dan perlindungan 

hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri dalam mewujudkan 

kesejahteraan. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi 

kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan 

hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, 

selama, maupun sesudah bekerja.
32

 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran secara terperinci dalam penelitian 

ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian 

yang didasarkan pada data tertulis, baik yang berasal dari buku, jurnal, 

maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung 

penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan bersifat deskriptif-

komparatif-analisis.
33

 Deskriptif yakni menggambarkan tentang 
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perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia. Komparatif 

merupakan upaya mengurai benang-benang perbandingan di dalam 

keduanya yang menncakup persamaan dan perbedaanya. Analisis yaitu 

sebuah pisau untuk membedah titik temu keduanya. Bahan-bahan 

tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan 

kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya masalah hukum 

ketenagaakerjaan Indonesia dan hukum ketenagakerjaan Saudi Arabia. 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian 

yang dilakukan termasuk dalam kategori pendekatan normatif-yuridis. 

Pendekatan normatif digunakan penyusun untuk menggali argumen dari 

aspek legal-formal berdasarkan al-Qur’an, Hadits, pendapat ulama (fiqh) 

dan lain-lain.
34

 sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk 

menganalisis peraturan perundang-undangan atau lebih menekankan 

pada pijakan kaidah-kaidah hukum. Keduanya dipakai untuk 

menggambarkan konsep perlindungan hykum terhadapa TKI di Saudi 

Arabia, baik yang ada di dalan UU Indonesia maupun Peraturan Saudi 

Arabia, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. 
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4. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa 

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa 

keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui 

studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan (statue approach), 

seperti hukum ketenagaakerjaan Indonesia dan hukum ketenagakerjaan 

Saudi Arabia. 

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang 

berupa: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri 

dari: 

1) Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. 

2) Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan Saudi Arabia. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan 

mengenaibahan hukum primer, seperti: 

1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam 

penelitian ini. 

2) Hasil-hasil penelitian yang relevan/terkait dalam penelitian ini. 

3) Peraturan perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti tulisan-

tulisan ilmiah dan sumber tertulis lainnya, buku-buku, literatur, 

dokumen resmi hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya: 

1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini. 

2) Kamus Hukum (Black’s Law Dictionary). 

3) Turut andilnya penyusun dalam masalah perlindungan TKI di 

Saudi Arabia selama 3 tahun. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang pengumpulan datanya adalah 

dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka 

lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti digolongkan 

sesuai dengan katalogisasi. 

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan 

landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang 

menjadi obyek penelitian seperti peraturan parundang-undangan yang 

berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, perbandingan sistem pembuktian akan 

dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang 

diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus 
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mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan 

beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma 

terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk 

menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik 

kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya 

dapat diketahui persamaan, perbedaan kelebihan dan kelemahan 

kewenangan penuntutan yang ada di Indonesia dengan Saudi Arabia 

berdasarkan Undang-Undang Hukum Ketengakerjaan Indonesia dan 

Undang-Undang Hukum Ketengakerjaan Saudi Arabia. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Agar hasil penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis 

menetapkan sistematika penulisannya tersebut untuk mengklasifikasikan 

persoalan-persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab 

yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada di dalamnya. Adapun 

secara lebih rinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I menjelaskan mengenai: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Teoritik, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan 

Skripsi. 

Bab II menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum terhadap 

TKI dalam hukum Indonesia. Sub bab pertama ini meliputi gambaran 

umum tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Pada sub bab kedua 
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membahas aspek-aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan, yang 

meliputi dari hak dan kewajiban, upah, kesehatan dan keselamatan. Sub 

bab ketiga membahas perlindungn hukum terhadap TKI di luar negeri, 

yang meliputi dari hak dan kewajiban, upah, kesehatan dan keselamatan. 

Bab III membahas tentang konsep Perlindungan Hukum 

terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam hukum Saudi Arabia yang 

meliputi tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai gambaram umum 

mengenai ketenagakerjaan di Saudi Arabia. Sub bab kedua membahas 

tentang aspek-aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan, yang meliputi 

hak dan kewajiban, upah, kesehatan dan keselamatan. Sub bab ketiga 

menjelaskan perlindungan hukum terhadap TKI di arab Saudi yg meliputi 

dari upah, kesehatan dan keselamatan. 

Bab IV merupakan bagian analisis Perbandingan Perlindungan 

Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia. Analisis 

dilakukan dengan memfokuskan pada pengungkapan letak persamaan 

dan perbedaan sistem perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah 

Indonesia dan Pemerintah Saudi Arabia bagi TKI di Saudi Arabia. Dalam 

bab ini analisis dititik beratkan pada perlindungan hukum terhadap upah 

kerja, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja di Saudi Arabia. 

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari semua 

pembahasan, dan juga sara-saran dari penyusun terkait Perlindungan 

Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan  Tenaga Kerja di Luar Negeri, merupakan 

sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap TKI yang 

bekerja di Saudi dengan menjamin hak-hak dan kewajiban yang 

harus terpenuhi. Undang-undang ini juga memberikan jaminan 

berupa bantuan hukum kepada TKI yang mengalami permasalahan. 

Bentuk perlindungan ini adalah sebuah kewajiban dari pemerintah 

Indonesia sebagai jaminan kepada warga negaranya yang bekerja 

sebagai TKI di Saudi Arabia. Demi menjamin dan melindungi TKI 

dan meningkatkan kesejahteraan untuk TKI. Karena tidak serta 

merta TKI yang bekerja di Saudi Arabia terlepas dari 

permasalahan-permasalahan, yang disebabkan dari perbedaan 

lingkungan, kultur dan budaya, serta dari TKI sendiri yang lemah 

dalam berkomunikasi kepada majikan/perusahaan. Yang berakibat 

banyaknya TKI yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis 

namun dapat berupa pemotongan upah bekerja. Hal-hal itulah yang 

jadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan konsep perlindungan 
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hukum terhadap TKI di Saudi dari pemerintah Indonesia untuk 

jaminan perlindungan upah, kesehatan dan keselamatan dalam 

bekerja. Sedangkan pemerintah Saudi Arabia dalam peraturan yang 

terdapat di dasar sistem pemerintahan melalui dekrit raja No. 

(A/91) Basic Law of Governance dan dalam Perundangan 

Perburuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja 

Saudi Arabia No. M/51 telah menyebutkan, memberikan jaminan 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing umumnya dan 

TKI khususnya yang bekerja di Saudi Arabia. Dari bentuk 

peraturan perundang-undangan tersebut secara jelas sudah menjadi 

dasar jaminan terhadap TKI, baik dalam perlindungan upah, 

kesehatan dan keselamatan kerja.  

2. Persamaan konsep perlindungan hukum terhadap TKI antara 

pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia sama-sama sudah jelas 

tertera dalam peraturan perundang-undangan dari kedua negara. 

Baik dalam memenuhi hak dan kewajiban, serta juga melindungi 

jaminan pendapatan upah, kesehatan dan keselamatan dalam 

bekerja. Peraturan kedua negara menjadi tolak ukur bagi 

perlindungan terhadap TKI di Saudi Arabia. Sedangkan perbedaan 

dari konsep perlindungan hukum tehadap TKI terletak dalam 

proses penanganan/lapangan. Dalam proses yang di alami TKI 

yang bekerja di Saudi masih jauh dari kata tepat untuk 

mendapatkan perlindungan secara hukum yang berlaku. Karena di 
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Saudi sendiri masih banyak TKI yang mengalami permasalah yang 

di sebabkan dari kesewenang-wenangan majikan/perusahaan, hal 

ini terjadi karena di Saudi sendiri masih terdapat sistem Kafala 

ataupun sistem Iqamah. Kedua sistem ini yang mempebolehkan 

majikan/perusahaan menahan paspor dan visa milik TKI, secara 

tidak langsung menyebabkan majikan/perusahaan memiliki 

kekuasaan penuh terhadap TKI, dan wajib mendapatkan ijin dari 

majikan/perusahaan bilamana TKI ingin berhenti atau pindah 

pekerjaan. Selain dasar hukum yang berbeda juga menyebabkan 

sulitnya TKI mendapatkan perlindungan hukum secara pasti untuk 

setiap kasus yang dialami. Saudi Arabia menggunakan Hukum 

Islam atau Hukum Syariah sebagai dasar hukum sehingga aturan-

aturan yang ditetapkan berbeda. Jika dilihat dari berbagai sistem 

yang diterpkan pemerintah Saudi Arabia kepada TKI termasuk cara 

penangan kasus, maka pemerintah Saudi Arabia tidak begitu 

perduli dengan hak-hak TKI yang ada di Saudi Arabia, walaupun 

pemerintah Saudi Arabia telah memiliki peraturan perundang-

undangan yang terdapat di dekrit raja No. (A/91) Basic Law of 

Governance dan di Perundangan Perburuhan yang di keluarkan 

oleh Kementerian Tenaga Kerja Saudi Arabia No. M/51, namun 

perlindungan yang diberikan pemerintah Saudi terhadap TKI masih 

sangat lemah. 
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B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Indonesia  

Pemerintah agar lebih memberikan dukungan sebagai upaya 

kesejahteraan TKI di Saudi Arabia dengan pelayanan yang mudah serta 

cepat memberikan keamanan berupa bantuan hukum dengan 

pendampingan kepada TKI dalam mengatassi permasalahan dengan 

majikan/perusahaan demi pemenuhan hak-hak. Pemerintah perlu 

meningkatkan penyuluhan dan seleksi kepada para TKI yang akan 

bekerja, sehingga siap untuk diterjunkan dengan memenuhi syarat, 

memiliki keahlian atau ketampilan yang dibuktikan dengan sertifikat 

yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang diakreditasi instansi yang 

berwenang. Membuatkan perjanjian atau kontrak kerja dengan Bahasa 

Indonesia, sehingga mampu untuk dipahami para TKI dengan jelas 

sebelum menandatanganinya. Pemerintah perlu mengkaji terkait regulasi 

bantuan hukum yang jelas mengenai ruang lingkup serta batasan 

tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada 

TKI di Saudi Arabia. 

 

2. Bagi Pemerintah Saudi Arabia 

Mensosialisasikan kepada para pengguna jasa TKI kepada calon 

majikan/perusahaan, supaya memahami dalam memberikan pekerjaan 

kepada TKI. Memberikan peraturan khusus kepada para 

majikan/perusahaan dalam memperkerjakan TKI dengan sebuah 
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hukuman pidana atau denda kepada para majikan/perusahan untuk 

mengantisipasi perilaku kesewenang-wenangan kepada TKI. 

 

3. Bagi TKI  

Penguasaan bahasa Arab yang baik dan benar, karena sebagai 

bahasa utama percakapan, interaksi dan komunikasi yang baik dengan 

majikan/perusahaan. TKI diharapkan mampu berinteraksi dengan 

masyarakat sekitar dengan baik. Dapat memahami situasi, kultur dan 

budaya, iklim, serta beban pekerjaan yang akan di hadapi di Saudi Arabia 

dengan cara mencari informasi baik dari buku, media cetak atau 

elektronik, agar bisa mempersiapkan keadaan yang baik sebelum 

berangkat menjadi TKI. Melapokan diri segera ke kantor Kedutaan Besar 

Republik Indonesia (KJRI) apabila terjadi permasalahan dengan 

majikan/perusahaan sehingga dapat diselesaikan sesuai prosedur yang 

sudah ditetapkan kedua negara dengan baik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

TERJEMAHAN TEKS ARAB 

No. Bab Hlm  Footnote                           Terjemahan 

  1    I    1         1 Dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-

orang mukmin perempuan, sebagian mereka 

menjadi para penolong bagi sebagian yang lain. 

mereka menyuruh yang ma’ruf, mencegah yang 

munkar, dan melaksanakan shalat secara 

berkesinambungan, menunaikan zakat, dan 

mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Mereka itu akan dirahmati Allah. Sesunguhnya, 

Allah Maha pekasa, lagi Maha bijaksana (At-

Taubah (9): 71) 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2003 

TENTANG KETENAGAKERJAAN 

 

Pasal 1 ayat 1: 

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 

Pasal 1 ayat 2: 

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Pasal 1 ayat 3: 

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

Pasal 1 ayat 4: 

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan 

memebayar upah atau imbalan dalm bentuk lain. 

Pasal 1 ayat 13: 

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing yang memegang visa 

dngan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

Pasal 1 ayat 14: 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak. 
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Pasal 1 ayat 15: 

Hubungn kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, 

dan perintah. 

Pasal 1 ayat 32: 

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan 

menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan. 

 

Pasal 1 ayat 33: 

Menteri adalah menteri yng bertanggung jaab di bidang ketenagakerjaan. 

Pasal 2: 

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 3: 

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan 

dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 

Pasal 4: 

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: 

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi; 

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga 

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan 

daerah; 
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c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan; dan  

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Pasal 5: 

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan. 

Pasal 6: 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha. 

Pasal 11: 

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan 

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 

Pasal 31: 

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. 

Pasal 33: 

Penempatan tenaga kerja terdiri dari: 

a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan 

b. Penempatan tenaga kerja di luar negeri. 

 

Pasal 34: 

Ketentuan mengenai penempatan tenag kerja di luar negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang. 
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Pasal 50: 

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha 

dan pekerja/buruh. 

Pasal 51: 

1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 

2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 53: 

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan 

perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab 

pengusaha. 

Pasal 55: 

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas 

persetujuam para pihak. 

Pasal 86: 

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh: 

1. Keselamatan dan kesehatan kerja; 

2. Moral dan kesusilaan; dan 

3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama. 

Pasal 88: 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

kehidupan layak bagi kemanusiaan. 
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Pasal 94: 

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetp 

maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima 

persen) dari jumpal upah pokok dan tunjangan tetap. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHUN 2004 

TENTANG  

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  

TENAGA KERJA INDONESI DI LUAR NEGERI 

 

Pasal 1: 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah 

setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja 

di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu 

dengan menerima upah. 

2. Calon Tenaga kerja  Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI 

adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai 

pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di 

instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan. 

3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan 

TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuan dengan pemberi kerja di 

luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan 

dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan 

pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan 

pemulangan dari negara tujuan. 

4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi 

kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya 

pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. 

5. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah 

memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan 

pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 
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6. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan 

hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI 

pada Pengguna. 

7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna 

adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan 

Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang 

mempekerjakan TKI. 

8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara 

pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau 

Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak 

dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan. 

9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara 

pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat 

hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan 

TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan 

Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan 

KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan 

dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 

12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan 

untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 

13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut 

SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada 

perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta. 

14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang 

diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta 

untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan 
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tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam 

jangka waktu tertentu. 

15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum. 

16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 

17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan. 

Pasal 2: 

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, 

persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan 

gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. 

 

Pasal 3: 

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :  

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi;  

b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di 

negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;  

c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.  

Pasal 4: 

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia 

untuk bekerja di luar negeri. 

Pasal 6: 

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan 

TKI di luar negeri. 
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Pasal 7: 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban : 

a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat 

melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara 

mandiri;  

b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;  

c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon 

TKI di luar negeri;  

d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan 

perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan  

e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum 

pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. 

Pasal 8: 

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama 

untuk :  

a. bekerja di luar negeri;  

b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar 

negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;  

c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam 

penempatan di luar negeri;  

d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta 

kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

keyakinan yang dianutnya;  

e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di 

negara tujuan;  
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f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang 

diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di negara tujuan;  

g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat 

merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-

hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

selama penempatan di luar negeri;  

h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan 

kepulangan TKI ke tempat asal;  

i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.  

 

Pasal 9: 

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :  

a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri 

maupun di negara tujuan;  

b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 

perjanjian kerja;  

c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; dan  

d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan 

kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara 

tujuan.  

 

Pasal 10: 

Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :  

a. Pemerintah;  

b. Pelaksana penempatan TKI swasta. 
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Pasal 28: 

Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 41: 

(1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan 

persyaratan jabatan.  

(2) Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta 

wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang 

akan dilakukan. 

Pasal 53: 

Perjanjian penempatan kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, 

kecuali atas persetujuan para pihak. 

Pasal 55: 

(1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian 

kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. 

(2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI 

yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.  

(3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.  

(4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh 

pelaksana penempatan TKI swasta.  

(5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 

sekurang-kurangnya memuat :  

a. nama dan alamat Pengguna;  

b. nama dan alamat TKI;  

c.  jabatan atau jenis pekerjaan TKI;  

d. hak dan kewajiban para pihak;  
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e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata 

cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan 

jaminan sosial; dan  

f. jangka waktu perjanjian kerja.  

Pasal 59: 

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir 

perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang 

bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia. 

Pasal 79: 

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di 

luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan 

TKI yang ditempatkan di luar negeri. 

Pasal 83: 

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara 

perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI 

swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI. 

Pasal 84: 

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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TERJEMAHAN 

BASIC LAW OF GOVERNANCE 

Royal Order No. (A/91) 

27 Sha’ban 1412 H – 1 March 1992 

(Sumber: Departemen Urusan Luar Negeri Arab Saudi, diterjemah NA) 

 

Prinsip-prinsip Kerajaan Arab Saudi 

Misi reformasi, di mana negara Saudi didirikan, mewakili inti pokok 

pemerintah. Misi ini berdasarkan realisasi aturan Islam, implementasi 

hukum Islam (Syariah), mengamalkan kebaikan dan melarang kejahatan, 

termasuk mereformasi ajaran Islam dan memurnikannya dari segala 

penyimpangan. Sistem ini mengadopsi doktrin dari prinsip Islam yang 

benar, yang beredar pada awal kelahiran Islam. 

 

Sistem Dasar Pemerintahan 

Atas nama Allah yang Maha Pemurah dan Peyanyang 

No: a/90 

Tanggal: 27/8/1412 H – 1 Maret 1992 M 

Atas Rahmat Allah, 

Kami, Fahd bin Abdul Aziz, raja dari Kerajaan Arab Saudi, konsisten 

terhadap kepentingan publik, dan cita-cita pembangunan negara di semua 

bidang, sebagai bentuk antusiasme kami dalam mencapai tujuan masa 

depan tersebut, kami mengaturnya sbb: 
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Pertama: 

Menerbitkan sistem dasar pemerintahan dengan mengacu pada konteks di 

bawah ini. 

Kedua: 

Bertindak sesuai sistem, peraturan, dan resolusi yang saat ini diadopsi, 

sampai mereka dirubah sesuai sistem dasar pemerintahan. 

Ketiga: 

Sistem dasar pemerintah dipublikasikan di harian resmi dan mulai 

diterapkan pada tanggal publikasi tersebut 

Pasal 1: 

Kerajaan Arab Saudi ialah negara Islam Arab berdaulat. Agamanya 

Islam, konstitusinya Al-Quran dan Sunah Nabi (SAW). Bahasanya Arab 

dan ibu kotanya Riyadh. 

Pasal 2: 

Hari libur nasionalnya Idul Fitri (hari besar keagamaan yang dirayakan 

pada tanggal 1 Syawal, di bulan ke-10 dalam Kalender Islam), dan Idul 

Adha (hari besar keagaaman yang dirayakan pada 10 Dulhijah, bulan ke-

12 dalam Kalender Islam), dan kalendernya Hijriyah (bulan) 

Pasal 3: 

Warna bendera kebangsaannya hijau, dan lebar bendera 2/3 dari 

panjangnya. Tulisan di bagian tengah, “Tiada tuhan selain Allah, 

Muhammad ialah utusan Allah” dengan gambar pedang terhunus 

dibawahnya. Bendera tersebut tak boleh dipasang setengah tiang, 

pelanggaran akan ditindak secara hukum. 
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Pasal 4: 

Simbol negara terdiri atas 2 pedang yang saling silang, dengan sebuah 

tanggal perjanjian di atasnya. Baik simbol negara dan lencana tersebut 

diatur lewat undang-undang pula. 

Pasal 5: 

(a) Sistem Pemerintahan Arab Saudi berbentuk monarki/kerajaan. 

(b) Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin 

Abdul Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang 

paling memenuhi syarat dari mereka diangkat menjadi raja, untuk 

memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. 

(c) Raja melantik putra mahkota dan memberhentikannya dari tugas 

dengan surat keputusan kerajaan. 

(d) Putra mahkota mendedikasikan seluruh waktunya bagi pekerjaan dan 

kewajiban lain yang diberikan oleh Raja. 

(e) Kekuasaan raja diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal 

dunia. 

(f) Putra mahkota mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal 

sampai saat ”bai’ah” dilaksanakan. 

Pasal 6: 

Warga negara berjanji setia pada raja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah 

Nabi, termasuk wajib mendengar dan mentaatinya, baik dalam keadaan 

miskin maupun sejahtera, suka maupun duka 

Pasal 7: 

Kekuasaan rezim berasal dari Al-Quaran dan Sunnah Nabi yang 

mengatur hal ini dan semua hukum negara. 
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Pasal 8: 

Sistem pemerintahan Kerajaan Arab Saudi berdasarkan keadilan, 

penasehat “Shoura” dan persamaan derajat berdasarkan Syariah Islam 

(Hukum Islam). 

Pasal 9: 

Keluarga ialah inti masyarakat Saudi. Anggotanya dibesarkan dan diikat 

dengan iman Islam yang mengajar orang agar patuh pada Tuhan, Nabi-

Nya dan mereka yang dipilih untuk memegang kekuasaan negara; untuk 

menghormati dan menegakkan hukum; dan untuk mencintai tanah air 

serta merasa bangga dengan kejayaan sejarahnya. 

Pasal 10: 

Negara memberi perhatian besar untuk menguatkan ikatan yang menjaga 

keutuhan keluarga dan melestarikan nilai-nilai Arab dan Islam. 

Demikian juga, secara tekun merawat seluruh anggota keluarga dan 

menciptakan suasana yang kondusif untuk mendorong mereka 

mengembangkan kemampuan serta keahliannya. 

Pasal 11: 

Masyarakat Saudi memegang teguh Syariah Tuhan. Para warga 

bekerjasama melakukan perbuatan baik, kesalehan dan tolong-menolong; 

dan menghindari perselisihan. 

Pasal 12: 

Menjaga persatuan nasional ialah keharusan, dan negara melarang segala 

tindakan yang menyebabkan saling hasut, perpecahan, dan pertikaian. 
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Pasal 13:  

Tujuan pendidikan ialah untuk menanamkan iman Islam dalam otak 

generasi muda, memberi mereka pengetahuan dan keahlian sehingga 

kelak menjadi anggota yang berguna bagi masyarakat, yang mencintai 

tanah air dan merasa bangga dengan sejarahnya. 

Pasal 14: 

Semua sumber daya alam diberikan oleh Tuhan, baik di atas maupun di 

bawah tanah, di luar atau di dalam wilayah perairan, dalam batas wilayah 

daratan atau lautan, pemasukan dari semua sumber daya tersebut akan 

dimiliki oleh negara dan secara khusus diatur lewat undang-undang. 

Undang-undang juga akan menyediakan perangkat bagi penerapan, 

pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan sumber daya tersebut 

sehingga menunjang kepentingan bangsa, keamanan dan ekonomi. 

Pasal 15: 

Tak ada konsesi atau ijin diberikan untuk pemanfaatan sumber daya 

negara tersebut, kecuali disahkan lewat undang-undang. 

Pasal 16: 

Fasilitas umum dijamin keamanannya. Ini akan dilindungi negara dan 

dirawat oleh semua warga negara dan para ekspatriat. 

Pasal 17: 

Kepemilikan, modal dan pekerja ialah landasan utama ekonomi Kerajaan 

dan entitas masyarakatnya. Mereka memiliki hak pribadi untuk 

memberikan fungsi secara sosial, tentu yang sesuai dengan Syariah 

Islam. 



109 

 

Pasal 18: 

Kepemilikan pribadi tak bisa diganggu gugat dan dijamin oleh negara. 

Milik pribadi tak akan diambil-alih, kecuali untuk kepentingan umum, 

dan pemiliknya mendapat kompensasi yang adil. 

Pasal 23: 

Negara melindungi iman Islam dan menerapkan Syariah Islam. Negara 

menganjurkan kebaikan, melarang kejahatan, dan menunaikan tanggung 

jawab terhadap panggilan Islam itu. 

Pasal 24: 

Negara menjaga dan merawat 2 Masjid Suci. Dipastikan pula 

keamanan dan keselamatan siapa saja yang datang ke 2 Masjid Suci 

tersebut, sehingga mereka bisa berziarah dan menunaikan Umroh secara 

nyaman dan tertib. 

Pasal 25: 

Negara giat mewujudkan cita-cita bangsa Arab dan Muslim, yakni 

dengan menjaga solidaritas dan persatuan, sekaligus mempererat 

hubungan dengan negara-negara sahabat. 

Pasal 26: 

Negara melindungi hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan Syariah 

Islam. 

Pasal 27: 

Negara melindungi hak warga negara dan keluarga mereka dalam 

keadaan darurat seperti sakit, cacat dan umur tua. Disediakan pula sistem 
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jaminan sosial yang mendorong para individu dan lembaga untuk 

berkontribusi dalam pencarian subsidi. 

Pasal 28: 

Negara menyediakan kesempatan kerja bagi semua orang dan 

memberlakukan hukum untuk melindungi baik pekerja maupun majikan. 

Pasal 31: 

Negara menyediakan layanan kesehatan publik dan perawatan medis bagi 

setiap warga negara. 

Pasal 32: 

Negara mengkonservasi, melindungi dan mengembangkan lingkungan 

dan  

Pasal 35: 

Peraturan yang mengatur soal kebangsaan Arab Saudi akan dijelaskan 

lewat undang-undang. 

Pasal 36: 

Negara menjamin keamanan semua warga negaranya dan ekspatriat yang 

hidup di daerah kekuasaannya. Tak ada individu yang ditahan, dipenjara, 

dan dibatasi ruang geraknya, kecuali dibawah ketetapan hukum. 

Pasal 37: 

Rumah-rumah tidak boleh diganggu. Mereka tak boleh dimasuki tanpa 

permisi dari pemiliknya, yang melanggar akan dihukum, kecuali dalam 

kasus tertentu yang diatur lewat undang-undang. 
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Pasal 38: 

Hukuman diberikan bagi orang yang bersalah. Tak ada kejahatan yang 

dibenarkan seperti halnya tak ada hukuman akan dijatuhkan tanpa 

keputusan hakim. Tak ada hukuman akan dijatuhkan kecuali bagi 

tindakan yang terjadi setelah keputusan hukum ditetapkan bagi mereka. 

Pasal 40: 

Semua bentuk korespondensi, baik memakai telegraph, pos dan cara 

komunikasi lain dianggap privat. Mereka tak boleh disita, ditunda atau 

dibaca, dan telepon tak boleh disadap, kecuali diatur lewat undang-

undang. 

Pasal 41: 

Pendatang asing di Arab Saudi boleh tinggal asal menghormati peraturan 

dan menunjukkan respek terhadap tradisi sosial Saudi, nilai-nilai dan 

perasaannya. 

Pasal 46: 

Kekuasaan kehakiman ialah lembaga yang mandiri. Dalam melaksanakan 

tugas mereka, hakim tunduk pada Syariah Islam. 

Pasal 47: 

Baik warga negara maupun pendatang asing memiliki hak yang sama 

dalam proses penyelesaian perkara. Prosedur yang dibutuhkan dibuat 

selanjutnya lewat undang-undang. 
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Pasal 48: 

Pengadilan menetapkan ketentuan Syariat Islam untuk kasus yang terjadi 

sebelum mereka, berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, seperti 

peraturan lain yang dikeluarkan oleh Kepala Negara secara ketat sesuai 

dengan Al-Quran dan Sunah Nabi 

 

Pasal 50: 

Raja, atau siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya, akan menangani 

pelaksanaan putusan hukum. 

Pasal 51: 

Hukum menspesifikasi bentuk dewan kehakiman tertinggi dan fungsinya 

seperti organisasi dan yuridiksi pengadilan. 

Pasal 52: 

Para hakim ditunjuk dan pelayanan mereka ditentukan oleh Surat 

keputusan Kerajaan lewat sebuah proposal dari dewan kehakiman 

tertinggi seperti dijelaskan oleh hukum. 

Pasal 53: 

Hukum mendefinisikan struktur dan yuridiksi Dewan Pertimbangan. 

Pasal 54: 

Hukum menspesifikasi referensi, organisasi dan yuridiksi Badan 

Investigasi dan Tuntutan Publik. 
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Pasal 55: 

Raja menjalankan peraturan berdasarkan ajaran Islam dan mensupervisi 

aplikasi Syariah, peraturan, dan kebijakan Negara secara umum, 

termasuk perlindungan dan pertahanan Negara. 

Pasal 59: 

Hukum menentukan ketetapan berkaitan dengan pelayanan masyarakat, 

termasuk gaji, bonus, kompensasi, hak istimewa dan pensiun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 نظام العول

(١٥الولكي رقن )م/ صادربالورسومال  

ھ٣٢/٨/٥٢٣١وتاريخ   

 

 الوادة الثالثة:

لاٌج٘ص ىغٍشٓ ٍَبساعزٔ إلاثؼذ ر٘افش اىششٗط اىَْص٘ص  ٬اىؼَبه دق ىيَ٘اطِ

ُ فً دق اىؼَبه.ٗاىَ٘اطُْ٘ ٍزغبٗٗ ٬ػيٍٖب فً ٕزا اىْظبً  

 الوادة الربعة:

ٌجت ػيى صبدت اىؼَو ٗاىؼبٍو ػْذ رطجٍق ادنبً ٕزااىْظبً الاىزضاً ثَقزضٍبد 

 أدنبً اىششٌؼخ الإعلاٍٍخ.

 الوادة الثانية والثلاثوى:

 لاٌج٘ص الاعزقذاً ثقصذ اىؼَو إلاثؼذ ٍ٘افقٔ اى٘صاسح.

 الوادة السابعة والثلاثوى:

ٌنُ٘ ػقذ ػَو غٍش عؼ٘دي ٍنز٘ثب ٍٗذذد اىَذح. ٗإرا خلا اىؼقذ ٍِ ثٍبُ ٌجت اُ 

 ٍذرٔ رؼذ ٍذح سخصخ اىؼَو ًٕ ٍذح اىؼقذ.

 الوادة الحادية والستوى:

ثبلإضبفخ إلا اى٘ججبد اىَْص٘ص ػيٍٖب فً ٕزا اىْظبً ٗاىي٘ائخ ٗاىقشاساد 

ٌجت ػيى صبدت اىؼَو. ٬اىصبدسح رطجٍقب ىٔ  
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نوى:الوادة الرابعة والثوا  

أُ ٌذفغ إىى اىؼبٍو ٍنبفأح ػِ إرا اّزٖذ ػلاقخ اىؼَو ٌٗجت ػيى صبدت اىؼَو 

ٍذح خذٍزٔ رذغت ػيى أعبط أجش ّصف شٖش ػِ مو عْخ ٍِ اىغْ٘د اىخَظ 

ٌٗزخز الأجش الأخٍش أعبعب  ٬ٗأجش شٖش ػِ مو عْخ ٍِ اىغْ٘اد اىزبىٍخ ٬الأٗىى

ٌٗغزذق اىؼبٍو ٍنبفأح ػِ أجضاء اىغْخ ثْغجخ ٍبقضبٓ ٍْٖب فً  ٬ىذغبة اىَنبفأح

 اىؼَو. 

 الوادة التاسعة والثوانوى:

ٗضغ دذ أدّى ىلأج٘س. -شاح اى٘صٌشٗثْبء ػيى اقز -ىَجيظ اى٘صساء ػْذ الاقزضبء  

 الوادة التسعوى:

ٌجت دفغ أجش اىؼبٍو ٗمو ٍجيغ ٍغزذق ىٔ ثبىؼَيخ اىشعٍَخ ىيجلاد مَب ٌجت دفغ 

 الأجش فً عبػبد اىؼَو ٍٗنبّٔ طجقب ىلأدنبً.

إرا ٗافق اىؼبٍو ػيى  ٬ٌج٘ص دفغ الأج٘س ػِ طشٌق اىجْ٘ك اىَؼزَذح فً اىََينخ 

 رىل. ثششط ألا ٌزبج٘ص ٍ٘ػذ اعزذقبقٖب اىَ٘اػٍذ اىَذذدح أغلآ.

 الوادة الثاهنة والتسعوى:

إرا  ٬اىًٍ٘ اى٘دذلاٌج٘ص رشغٍو اىؼبٍو رشغٍلا فؼيٍب امثش ٍِ ثَبًّ عبػبد فً 

 ٬أٗامثش ٍِ ثَبُ ٗأسثؼٍِ عبػخ فً الأعج٘ع ٬اػزَذ صبدت اىؼَو اىَغٍبس اىًٍٍ٘

إرا اػزَذ اىَغٍبس الأعج٘ػً. ٗرذفض عبػبد اىؼَو اىفؼيٍخ خلاه شٖش سٍضبُ 

أٗ عذ ٗثلاثٍِ عبػذ فً  ٬عبػبد فً اىًٍ٘ثذٍث لارضٌذ ػيى عذ  ٬ىيَغيٍَِ

 الأعج٘ع.
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والثلاثوى بعد الوائة:الوادة الثالثة   

فئُ صبدت اىؼَو ٌيزضً  ٬أٗثَشٌض ًٍْٖ ٬إرا أصٍت اىؼبٍو ثئصبثخ ػَو

ثَب  ٬حثطشٌقخ ٍجبششح أٗغٍش ٍجبشبس ٬ٌٗزذَو جٍَغ اىْفقبد اىلاصٍخ ىزىل ٬ثؼلاجٔ

ٗالأجٖضح  ٬ٗالأشؼخ٬ٗاىفذ٘ص ٗاىزذبىٍو اىطجٍخ ٬فٍٖب الإقبٍخ فً اىَغزشفى

ّٗفقبد الاّزقبه إىى أٍبمِ اىؼلاج. ٬اىزؼٌ٘ضٍخ  
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